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TENTANG
KEBIDANAN

I. UMUM

Pemenuhan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang
dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Hal ini merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia
yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya
pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian
pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk
pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan pada dasarnya ditujukan
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
sehingga dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan dilakukan
berbagai upaya kesehatan, salah satunya dalam bentuk pelayanan kesehatan.
Pelayanan kesehatan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan
kesehatan perorangan, kelompok dan masyarakat. Pelayanan Kebidanan, yang
merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan ditujukan khusus kepada
perempuan, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah termasuk

kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Pelayanan
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Kebidanan harus diberikan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu,

dan aman.

Profesi Bidan di Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai macam
kendala seperti persebaran Bidan yang belum merata dan menjangkau seluruh
wilayah terpencil di Indonesia, serta pendidikan Kebidanan yang sampai saat
ini sebagian besar masih pada jenis pendidikan vokasi yang menyebabkan
pengembangan profesi Bidan berjalan sangat lambat. Dalam hal praktik
Kebidanan, masih terdapat ketidaksesuaian antara kewenangan dan
kompetensi yang dimiliki oleh Bidan. Selain itu, Bidan sebagai pemberi
Pelayanan Kebidanan perlu dipersiapkan kemampuannya untuk mengatasi

perkembangan permasalahan kesehatan dalam masyarakat.

Bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berperan sebagai pemberi
Pelayanan Kebidanan, pengelola Pelayanan Kebidanan, penyuluh dan konselor bagi
Klien, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat
dan pemberdayaan perempuan, serta peneliti. Pelayanan Kebidanan yang diberikan
oleh Bidan didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu Kebidanan
yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien.

Ketentuan mengenai profesi Bidan masih tersebar dalam berbagai
peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum
dari profesi Bidan maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan belum adanya
kepastian hukum bagi Bidan dalam menjalankan praktik profesinya, sehingga
belum memberikan pemerataan pelayanan, pelindungan, dan kepastian
hukum bagi Bidan sebagai pemberi Pelayanan Kebidanan dan masyarakat
sebagai penerima Pelayanan Kebidanan. Pengaturan Kebidanan bertujuan
untuk meningkatkan mutu Bidan, mutu pendidikan dan Pelayanan
Kebidanan, memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Bidan dan
Klien, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Undang-Undang ini mengatur mengenai pendidikan Kebidanan,
Registrasi dan izin praktik, Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri,
Bidan Warga Negara Asing, Praktik Kebidanan, hak dan kewajiban, Organisasi

Profesi Bidan, pendayagunaan Bidan, serta pembinaan dan pengawasan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
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Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah bahwa
penyelenggaraan Kebidanan harus dilandasi atas perikemanusiaan
yang Dberdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang
mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia
serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa
membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “nilai ilmiah” adalah bahwa
penyelenggaraan Kebidanan harus dilakukan berdasarkan pada ilmu
pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian,
pendidikan, maupun pengalaman praktik.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas “etika dan profesionalitas” adalah bahwa
pengaturan Praktik Kebidanan harus dapat mencapai dan
meningkatkan profesionalitas Bidan dalam menjalankan Praktik
Kebidanan serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Hurufd
Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa
penyelenggaraan Kebidanan harus memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan
dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa
penyelenggaraan Kebidanan harus mampu memberikan pelayanan
yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan
pembiayaan yang terjangkau.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa Bidan
dalam menjalankan Asuhan Kebidanan harus memberikan
pelindungan bagi Bidan dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan Klien” adalah bahwa
Bidan dalam melakukan Asuhan Kebidanan harus mengutamakan

keselamatan Klien.
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Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.
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Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Hurufb

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Huruf c

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “kecukupan” adalah memenuhi jumlah

satuan angka kredit profesi.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.
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Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengguna” adalah penyelenggara Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang mendayagunakan Bidan Warga Negara

Asing.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.
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Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya”

antara lain klinik, puskesmas, dan rumah sakit.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengaturan” adalah pengaturan di bidang
teknis keprofesian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Konsil” adalah Konsil Kebidanan.

Pasal 43
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pelayanan Kesehatan” antara lain
Tempat Praktik Mandiri Bidan yang diselenggarakan oleh Bidan

lulusan pendidikan profesi, klinik, puskesmas, dan rumah sakit.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Kompetensi dan kewenangan Bidan diperoleh berdasarkan pendidikan
kebidanan lulusan program diploma tiga dan pendidikan kebidanan

lulusan program profesi yang ditempuh.

Pasal 49

Huruf a
“Asuhan Kebidanan pada masa sebelum hamil” antara lain
memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan pada
perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam
rangka perencanaan kehamilan, perencanaan persalinan, dan
persiapan menjadi orang tua.

Huruf b

“Asuhan Kebidanan pada masa kehamilan normal” antara lain
memberikan asuhan pada masa kehamilan untuk mengoptimalkan
kesehatan ibu dan janin, mempromosikan air susu ibu eksklusif, dan

deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan.
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Yang dimaksud dengan “masa kehamilan normal” adalah kehamilan
tanpa komplikasi dan/atau penyakit penyerta.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pertolongan pertama” adalah pertolongan
awal kegawatdaruratan untuk resusitasi dan/atau stabilisasi
sebelum dilakukan rujukan misalnya penanganan perdarahan
postpartum  dengan  atonia  uteri, dilakukan  pertolongan
kegawatdaruratan untuk stabilisasi ibu sebelum melakukan rujukan

(seperti: pasang infus, pemberian uterotonika, oksigen).

Huruf f

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “Asuhan pascakeguguran” adalah Asuhan
Kebidanan untuk melakukan penatalaksanaan terhadap perempuan
yang mengalami keguguran, baik keguguran spontan ataupun
keguguran diinduksi. Contohnya: memberikan konseling pra dan
pasca tindakan medis, memberikan layanan = kontrasepsi

pascakeguguran.

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.
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Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “disertai pelimpahan tanggung jawab” dalam
ketentuan ini adalah tanggung jawab dalam Pelayanan Kebidanan

diberikan kepada Bidan sebagai penerima pelimpahan wewenang.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “imbalan jasa” dalam ketentuan ini

misalnya pembayaran dalam bentuk natura dan innatura.
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Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Yang dimaksud dengan “penugasan khusus” adalah pendayagunaan
secara khusus Bidan dalam kurun waktu tertentu guna
meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan di daerah yang membutuhkan pelayanan
kesehatan.

Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
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Hurufl

Cukup jelas.

Pasal 62
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “resume isi rekam medis” adalah ringkasan
informasi yang berisi catatan Asuhan Kebidanan dan Pelayanan
Kebidanan yang telah diberikan oleh Bidan kepada Klien.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Organisasi Profesi Bidan” adalah Ikatan
Bidan Indonesia (IBI).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.
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Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.
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